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ABSTRAK

Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan karena
memberikan kontribusi dalam aktivitas manusia sehari-hari. Salah satu alat
transportasi yang digunakan oleh masyarakat kabupaten kepulauan meranti untuk

melakukan perjalanangke,Pekanbaru adalah KM. Jeldtik Exspres. Meningktanya
perkembangan Al peningk >
masyarakat _§ .
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ABSTRACT

Transportation is an important aspect of life because it contributes to daily human
activities. One of the means of transportation used by the people of Meranti
Islands Regency to Pekanbaru is KM. Jelatik Express. The increase in business
development has led t@gan increase in facilities and g@kuices to the community as
consumers. The p iti i he attractions for the

ers is the low
level 0 jon Act is a
strong € t the rights
and oblig

There are’twe » I IS Consumer protection in

edling consumer
factors and
5 of Km Jelatik
Express.

The methodftise S re: ame this : included in the
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sociological atik Express.

t been fulfilled
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consumer di ‘ i ‘ ; )ress, inadequate



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

Segala perjuangan saya hingga ti ik ini saya per: adaftlua orang paling
berharga da lup says apak & lbu saya. Kz &lmenutup pintunya
kepada saya, B ang-orang menutup
telinga merek [Kiayal Hidup ini menjadi
begitu mudah ebil memahami Kita dari
pada kita se purna, yang rela
membakar kulit ?gala tenaggany, demi




nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

KATA PENGANTAR

Bismillahhirahmannirrahim

asa terimkasih
bingan moral

maupun mat 5 RIpsi ini terutama

penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.h.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas
Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH, Selaku Wakil Dekan | fakultas
Hukum universitas Islam Riau.

5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

6. Ibu Dr. Desi Apriani, SH.,MH, Selaku wakil dekan Ill Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau Sekaligus Sebagai Pembimbing Akademik Saya.

7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.h.,S.Ag.,M.Si, selaku Kepala Departeman

berfaedah bagi pembacanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat
dan karunia-Nya. Aamiin Ya Robbal Alamin.
Pekanbaru, 21 februari 2022

Penulis

SUSI RAPIDAWATI




nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

DAFTAR ISI

1. Jenis dan sifat pen€ N T S 24
LOKaSi PENEIILIAN ............. I ...ttt e eteeeeeteeeesreeeesnaeeesnaeeesneneeanes 25
Populasi dan SAMPEL ........c.eviiiieeiee e 25
Data dan SUMDEr QLA .........covieiiiiiieiieesii et 26
Alat pengumpulan data............ccocvveiiiie i 28
ANATTISIS UALA. ... et 29
BAB HTINJAUAN UMUDM ... ..ooiiiiiiiiii et 31

A.Tiunjauan Tentang Perlindungan KONSUMEN. ...........cccccevveiiiiiiieiciceeeeseeee 31

o a k~ w DD

1. Sejarah Perlindungan KONSUMEN. ........c..ccoiiieiiiic i 31

2. Pengertian Perlindungan KONSUMEN ...........cooiuireiiiieeiiie e 32

Vi



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

3. Asas Dan Tujuan Perlindungan KOonSUMEN ............ccoeiiieniienieniiesiee e 37

BLKONSUMEN. ... 40
a. Pengertian KONSUMEN ..........coiiiiiiiiiese s 40
b. Hak dan kewajiRan KONSUMEN ............ccovviiiiiismieeciee e 42

aku Usaha Jasa

‘ ‘ “““ '00 ........................ 50
]SLAM 0

Jﬁge' i 66

...................... 70

an konsumen... 70

Meranti............ 73

BAB IHHASICPENELTTIAN DAN PEMBAHASAN S L .., 32
A.Perlind K , I

Undang=lt B T¢ 99C gamiKonsumen. ........ 32

| n pengguna

.......................................... 99

......................... 113

........................... 117

............................. 118

BAB IVPENUTUREAE .. SRt Nl ................................. 79

A Kesimpulan........ L. . W P 79

B.Saran ... N I e 128

DAFTAR PUSTAKA ..o ettt ettt 130

Vii



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

DAFTAR TABEL

TADEl L halaman 9

Tabel 1.2.............

Y

¥ "

Tabel 1.7 ...

Tabel 1.8 ..

LTSS A

e

viii



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

didunia memiliki dua

dalam memajukan dan memperlancar perdagangan di dalam maupun luar
negeri, karena adanya transportasi dan pengangkutan dapat memperlancar
arus barang dari daerah produksi ke penumpang sehingga kebutuhan
konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan
jasa transportasi dan pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan

kemajuan, terbukti dengan ditandai banyaknya perusahaan industri yang
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percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.(SIGIT SAPTO
NUGROHO, S.H., M.HUM, 2019, p. 75)

Setiap negara berhak menetapkan lebar laur teritorialnya hingga suatu

~ g
ﬁ ber kekayaan
Nega sia terdiri dari

lu-pulau  kecil

.H. Syafrinaldi,

taksi, dan lain-lain. Keberadaan transportasi publik yang baik sangat
mempengaruhi roda perekonomian suatu wilayah atau daerah.
Keberhasilan pertumbuhan perekonomian di suatu Negara tidak akan lepas
dari campur tangan pemerintah dalam upaya menciptakan transportasi
publik yang nyaman, aman, bersih, dan tertata dengan baik. (Faturachm,

Muslim, & agung, 2015, hal. 124)
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Setiap transportasi memiliki peran dalam melayani penumpang dan
pengangkutan.Kehadiran pengangkutan ini selain menghubungkan satu pulau

yang lainnya juga untuk menjadi sebuah sarana untuk mengangkut berbagai

imana di kemukakan

0a Sembiring,
S.H, eranan penting
maupun luar

memperlancar

satu tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka
terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan
sebagai lat angkut, dan terdapat jalannya dapat dilalui. Transportasi
merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi

(thepromotion sector) dari pemberi jasa (the serciving sector) bagi

perkembangan ekonomi. (Indra Primahardani, 2020)
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Sarana transportasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan

peroses kelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan Orang dan barang

dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pentingnya sarana transportasi ini

gkutan umum,
kung yang di

n unsur-unsur

lain, dengan kata lain unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, karena keempat
unsur ini merupakan komponen yang harus ada didalam sebuah angkutan
umum.

Jasa transportasi penyebrangan laut antara pulau ini menghubungan
dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan meningkatnya pada dunia usaha

ini, maka banyaklah bermunculan transportasi laut lainnya dengan fasilitas
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yang di berikan lebih baik dan pastinya lebih nyaman untuk para konsumen.
Kemudahan pelayanan dan harga tiket yang kompetitif yang diberikan oleh

pelaku usaha transportasi laut ini dan fasilitas yang maksimal yang

i bag aha yang dilakukan

‘\“‘ .&g‘ mbahan bagi

mana menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang di miliki oleh
pelaku usaha dan konsumen dalam dunia usaha. Ada dua jenis perlindungan
yang di berikan kepada konsumen yaitu :
1. Perlindungan priventif.

Perlindungan priventif merupakan perlindungan yang diberkan kepada

konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau
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menggunakan atau manfaatkan suatu barang dan jasa tertentu, mulai
melakukan peroses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan

atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau

jasa dengan spesifik

oy ‘ \Q!&“‘ ."

shlatu barang atau
en, cukup jika

u penikmat dari

konsumen bertujuan untuk mengupayakan agar memberikan suatu kepastian
hukum bagi konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi/menggunakan
secara langsung. Hal ini disebabkan konumen sebagai seorang yang
memakai barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat. (Ahmad Miru

dan Sutomo, 2010, p. 36)
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Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang berlaku untuk
melindungi hak-hak bagi pengguna jasa. Hukum perlindungan konsumen

bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan

konsumen,

3. Hak untuk memilih (the right to choose).

4. Hak untuk didengar (the right to be heard).

Dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan konsumen ini
diharapkan masyarakat indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha bahwa

untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan
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kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian

konsumen untuk melindungi dirinya menumbuh kembangkan sikap pelaku

usaha yang bertanggung jawab. (Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2008, p. 2)

cetak seperti koran dan poster, dan melalui media sosial seperti facebook.
Kehadiran km jelatik dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan
keberangkatan dari selat panjang ke pekanbaru atau pun pekanbaru ke

selatpanjang.
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Km jelatik yang berpusat di kota selat panjang kabupatern kepulauan

meranti, adapun rute perjalanan km jelatik exspres dapat di lihat dari tabel

1.1 sebagai berikut

Harga tiket

Rp.120.000

Rp.120.000

Rp.120.000

Rp.120.000

Rp.120.000

Rp.120.000

pada nilai ekonomi maka harga tiket atau tarif yang di kenakan untuk 1
orang penumpang sebesar Rp. 120.000 seperti yang sudah di jelaskan pada
tabel 1.1 Pada Km Jelatik Exspres terdapat 169 kamar, yang pada intinya
hanya 169 orang yang dapat menjadi penumpang pada Km Jelatik Exspres

Tersebut.
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Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa Km Jelatik Exspres
merupakan salah satu transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,

baik masyarakat atas maupun masyarakat menengah kebahwah. Sehingga

dalam men : ikan pelayanan kepada

‘ ‘ \!ﬂ\“‘ .Qé‘ m Jelatik

dan sekaligus

ankan aktivitas
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keselamatan penumpang, tempat duduk yang layak, kondisi mesin layak
jalan, membatasi jumlah penumpang sesuai dengan standar berat angkutan
kapal, serta keamanan penumpang dalam melakukan perjalan. mengantar
penumpang dengan selamat sampai tujuan. Namun kenyataannya masih ada
beberapa kasus yang dialami oleh konsumen terhadap pelayanan Kapal Km

Jelatik Exspres yang di mana pada kasus ini tidak terpenuhinya hak-hak yang

10
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seharusnya di dapatkan oleh para konsumen Kapal Km Jelatik Exspres ini,

diantara lain :

1. Keterlambatan jam keberangkatan yang sudah terjadwalkan pada tiket

SELATPANJANG”

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis

dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

11
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1. Bagaimanakah perlindungan konsumen Dalam Transportasi laut
menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan

konsumen pada Km Jelatik Exspres ?

A
,;
juan
&
g‘.
i set
y
tulg

=

perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa Km Jelatik Exspres.
2. Manfaat penelitian
Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat sebagai berikut :
1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khusunya didalam bidang

hukum perdata yang dimana membahas mengenai perlindungan

12
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konsumen dalam penggunaan jasa transportasi laut khusus nya Km
Jelatik Exspres.

2. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat wajib dalam

Universitas Islam

#8 Tahun 1999

perlindungan

aflgan karya tulis

oleh pambaca.

perlindungan konsumen vyaitu perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Menurut Business Dictionary,
perlindungan konsumen adalah protecting consumers against unfair or

illegal traders. Sedangkan Black’s Law Dictonary mendefinisikan a statue

that safeguards consumers in the use goods and service. Perlindungan

13
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konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan
hukum vyang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu

sendiri.

. Hubungan antara produsen (pelaku usaha) dengan konsumen

Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) adalah hubungan antara dua
subeyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di suatu pihak
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum
dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subjek hukum

dengan benda. Hubungan antara sesama subyekhukum dapat terjadi antara

14
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orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum.
Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa

yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda

g@lgketa dibidang

afla dan konsumen

larang bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki
rambu —rambu dalam melakukan usahanya.
2. The Due Care Theory
Doktrin atau prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai
kewajiban untuk berhati — hati dalam meproduksi dan menyalurkan

produk, baik barang dan/atau jasa. Selama pelaku usaha berhati — hati

15
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dengan produknya maka pelaku ushaa tidak dapat dipersalahkan.

Prinsip ini sejalan dengan aturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku

usaha yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang — Undang Nomor 8

berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak
selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

(Ahmad miru, 2011, p. 25)

16
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c. Hak-hak dan kewajiban konsumen
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat
kesadaran konsumen akan hak nya yang masih rendah. Pada dasarnya hal

aen. Oleh karena itu

QQ.

. Hak atas info

dan jaminan barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

17
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7. Hak untuk diperlakukan atau dilayanai secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

diterima tidak sesuai

adalah sebagai berikut :

Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan.

18
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b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

% __ -

: .Q * la baik sendiri maupun

bersama-sama, mela . : Ienggarakan kegaitan usaha
dalam berbagai bidang. (Dr.Abd. Hariss Hamid, S.H.,M.H, 2017)

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen

telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Pelindungan Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku

19
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usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai

berikut :

1. Hak-hak pelaku usaha (produsen)

a.

C.

{

Beritikad

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunanaan, perbaikan dan pemeliharaan.
Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan

jujur serta tidak diskriminatif.

20
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku.

ggantian atas

pemanfaatan

gantian apabila
anfaatkan tidak

., 2015)

terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi
kemakmuran dan kesejahteraan  masyarakat. Tujuan perlindungan
konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian

konsumen untuk melindungi diri.

21
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

bagai konsumen.

09&.

konsumen har gal yang sebesar-besarnya bagi

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain,
tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat,

sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian.

. Asas Keadilan

Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen di akibatkan oleh

kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga di akibatkan oleh

22
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kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya.

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil melalui

perolehan hak dan kewajiban secara seimbang.

memberikan

usaha dan
usaha dan

engaturan dan

yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan
tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin

kepastian hukum. (Az. Nasution, 2000)

23
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E. Konsep oprasional
Untuk menghindari kesalah pahaman agar didapat kesatuan

pandangan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan pengertian dan

antara lain : KM

RRES sesuai

aflg di harapkan,

PRES. Dalam

gambaran secara rinci tentaang perlindungan konsumen dalam
penggunaan jasa Km Jelatik Exspres menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Km Jelatik Exspres.

24
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2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan

Meranti tepatnya di, alasanya dikarnakan penulis menuju langsung bahan

ghai generalisasi.
eseluruhan objek
empel penelitian

sumber data dan

1. (KSOP) Syahbandar Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Penjual Tiket Km Jelatik Exspres;

3. Konsumen Km Jelatik Exspres;
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Tabel 1.2
Populasi dan sempel dalam Perlindungan Hukum Konsumen

Terhadap Jasa Transortasi Perairan Penumpang Dan Barang (Studi

No Keterangan
1.| (KSOP) S¥@ Wawancara
2.| Penjual Tikef ol i Eaglf Wawancara
3.| Konsumen Kuesioner

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
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Sumber : Hasil Pe
mpulan bahwa
an dengan cara

uruhan dengan

mengambil kelompok populasi sebagai sempel secara keseluruhan
dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang

pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik

4. Data dan sumber data

Adapun data yang dgunakan pada penelitian ini adalah :
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a. Data primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung

oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini berhubungan

-buku literatur

has, terdiri dari

menjelaskan bahan um primer yang di peroleh dari literatur
yang mempunyai sangkut paut dengaan hukum perdata, tulisan-
tulisan atau jurnal ilmiah, bahan-bahan kuliah, surat kabar dan
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang erat hubungannya dengan pengangkutan laut.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena
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buku teks berisi mengenai perinsip-perinsip dasar ilmu hukum

dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai

Klasifikasi tinggi.

diajukan kepada responden adalah pertanyaan tertutup, dimana
jawabannya telah penulis tentukan. Adapun responden dalam
hal ini adalah konsumen pengguna jasa transportasi laut Km
Jelatik Exspres selatpanjang-pekanbaru.

b. Wawancara

28



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamat. Ada

tiga cara untuk melakukan interview yaitu :

elatik Exspres
eranti, guna
erguna dalam

perlindungan

dikelompokan, kemudian diolah data yang di peroleh dari penyebaran
kuesioner dengan cara pengelompokan, kemudian disajikan dalam
bentuk tabel. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara,
pengelolahaan datannya disajikan dalam bentuk kalimat, dan dibahas
dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku dan pendapat para

ahli.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.
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as barang dan/atau jasa
sesuai dengan ke 3 amamptian  konsumen. Kondisi dan
fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan
pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen
berads pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objektiv aktivitas

bisnis untuk meraup keuntungsn yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha
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melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjajian standar yanng
merugikan konsumen.(yani, 2001, p. 71)

Hal tersebut bukan hanya gejala regional saja, tetapi menjadi

salah satu

konsumen

pelyanan yang
arat keamanan
mental, kepada

kekerasan dari

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan
oleh seseorang terhadap orang yang lemah.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang perlindungan koensumen

atau UUPK), vaitu segala upaya yang menjalani adanya kepastian
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hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan
pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1

Undang-Undang Perlindungan konsumen tersbut cukup memadai,

g menjamin adanya

L ﬁ%\\“ .Qg

memilih, menentukan
haknya (pasal 3 huruf c).
b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat
unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan kases

untuk mendapatkan informasi itu (pasal 3 huruf d).
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c. Menumbuhkan kesadarak pelaku usaha mengenai perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab

(pasal 3 hurufe).

Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau
organisassi lainnyayang relevan dan memberikan kesempatan
pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam
peroses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan

mereka.
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Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak
dimenasi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya bentuk

kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan

dalah adanya

dengan cara

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

c. Menurut Philipus M. Hadjono, perlindungan hukum diartikan
sebagau tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada
subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.

Bila melihat pengertian perlindungan hukum diatas, maka dapat

diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu, subyek yang
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melindungi obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya

yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. (Philipus M.

Hadjon, 2011)

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, selanjutnya
disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.
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3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen, asas

perlindungan konsumen adalah : “Perlindungan konsumen berdasarkan

a segala upaya

pelaku usaha

materil dan spritual.
4. Asas keamanan dan kesalahan konsumen dimaksud untuk memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.
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5. Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen
manaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

tersebut, bila

asas yaitu :

%
il
&
W4
]
v
#'

5 keamanan dan

kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dangan asas
keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan
kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efesiensi. Asas kepastian
hukum yang disejajarkandengan asas efesiensi. Asas kepastian hukum yang
disejajarkan dengan asas efesiensi karena menurut himawa bahwa : “hukum

yang beribawa adalah hukum yang efesiensi, di bawah naungan mana
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seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan
kewajiban tanpa penyimpangan. (Amiek Soemarmi, 2019)

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam pasal 3 undang-

e. ghoenai  pentingnya
yang jujur dan
f yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenayaman, keamanan.
Dan keselamatan.
Pasal 3 Undang-undang perlindungan konsumen ini, merupakan isi

pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya,

karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir
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yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di biadang hukum
perlindungan konsumen.

Keenam tujuan Khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di

mum, maka tujuan

‘ ‘ W\!\“ .@0 dan huruf

pada umumnya diartika sebagal pemakai terakhir dari produk yang
diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang
mendapatkan baranf utnutk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau
diperjualbelikan lagi. (Janus Sidabalok, 2010)

Konsumen menurut pasal 1 angka 2 undang-undang perlindungan

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
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dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Selain dari

pengertian-pengerian tersebut, dikemukakan pula pengertian konsumen, yaitu

1 pembeli,

perlindungan
erhak menuntut

afa kematian atau

membedakan antar konsumen bukan pemakai akhir (konsume antara) dan
konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencangkup kedua
kreteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu
pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancauan pemakai
istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.

(Susanti Adi Nugroho, 2011)
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Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen yakni, :

1. Konsuemn adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa

yang digunakan untuk tujuan tertentu.

perlindungan yang diberikan™ hukum terhadap hak-hak konsumen.
(Sahirda, 2010)

Dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen diatur
mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi (menggunakan) barang dan/atau jasa;

42



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

jur mengenai kondisi

S TS L R

rugi dan.atau

Dari sembilan butir hak konsumen yang telah dijelaskan diatas,
dapat terlihat maslah kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen
merupakan hal yang penting pokok dan utama dalam perlindungan
konsumen. Barang/ jasa yang penggunanya tidak memberikan
kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan

keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diberikan kepada
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masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau
jasa dalam penggunaanya akan nyaman, aman maupun tidak

membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak

untuk mem inya berdasarkan atas

terdapat

didengar,

\ﬁ"

ensasi sampai

sumen di atas

£\ & {0

rikan negara

AaNAL

j-undang dasar

RN
AE

a‘f‘ﬁ
-

2 U0
=
=
=
2
=
g
o

K-hak lainnya sesuai

perdasarkan  peraturan

berkembannya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen dimasa
yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak untuk
mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa
secara patut itu perlu ditegaskan dalam suatu perundang-undangan
sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun

pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkannya. Ini
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berkaitan dengan wupaya hukum dalam mempertahankan hak-hak
konsumen. Artinya, hak-hak konsumen vyang dilanggar dapat

dipertahankan melalui jalan hukum, dengan cara dan produsen yang diatur

fungsi sebagai

(Janus

'q : ‘ i dan prosedur
pemakaian 2 . dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan tranksasi pembelian barang/atau
jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut. (Abdul Halim Barkatullah, 2010)
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Pada pasal 5 ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat
memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan atas kepastian

hukum bagi dirinya. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak

k mewujudkannya

N
S ) ig.

dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan
kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi
yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi, sebab
jika tidak maka akan terjadi gejola sosial apabila konsumen

mengkonsumsi produk yang tidak aman.

3. Kepentingan Ekonomi
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Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan
laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan

tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam

. keuntungan semata

‘ aha_jangai LY
‘ ‘ ‘%‘\“ .93 gduksi yang

men terhadap
uk dilindungi

gikan. Secara

konsumen atau penumpang sering diperlakukan tidak
sebagaimana mestinya oleh pengangkutan, atau dengan kata

lain hak-hak konsumen diabaikan oleh pelaku usaha.
Perlindungan konsumen terhadap konsumen tersebut meliputi
bidang hukum private dan public. Perlindungan kosnumen dalam bidang

private paling banyak ditemukan dalam B.W. khususnya dalam buku I11
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tentang perikatan seperti ketentuan tentang wansprestasi (pasal 1243
sampai pasal 1252) serta ketentuan tentang perikatan yang lahir karena

perjanjian (pasal 1313 sampai 1351) dengan perikatan yang lahir karena

e 68)aBisamping itu didalam
wate 0y

pti kerugian

pan. (Yusuf

pengangkutan

an dan tentang

erairan darat.

B. Pengangkutan Laut, diatur didalam :
1. KUH Dagang yaitu pada :
a. Buku Il bab V tentang perjanjian carter kapal.
b. Buku Il bab V A tentang pengangkutan barang-barang.
c. Buku Il bab V B tentang pengangkutan orang

2. Ketentuan lainnya dapat di temukan pada :
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a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

b. Ordonasi Pengangkutan Udara 1939 (Luchtervoerordonanntie)

Tentang Tanggung Jawab Pelaki Udara.

Tentang Angkatan

SVt ™

5]
)
t-'
—
=)
D
.
[«5]
>
:u
Y
>

TSI

=]
@D
>
(o]
QD

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. Terwujudnya etika barlalu lintas dan budaya bangsa ; dan
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c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi

masyarakat. (UU Nomor 22 Tahun 2009)

C. Tinjaua ai wab Pelaku Usaha

SVt 'o,

hukum yang

Satas

b
-
-]

ilayah hukum

alui perjanjian

ABVARNC

i pr dan lain-lain.

manufaktur. Mereka inl bertanggung jawab atas segala kerugian
yang timbul dari barang yang mereka edarkan kepada masyarakat,
termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang
merupakan komponen dalam peroses produksinya;

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

50



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

3. Siapa saja, yang dengan membutuhkan nama, merek, ataupun

tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai

produsen dari satu barang. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009)

jurisdiksi, sehingga berdasar pasa ayat (3) konvensi ini, gugatan atas
product liability dapat diajukan kepengadilan yang jurisdiksinya meliputi

tempat timbulnya kerugian.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor

yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang
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diberikan oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada

produk, yaitu apabila :

(4) Produk pesanan pemerintah pusat (federal);

(5) Kerugian yang timbuk (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh
produsen lain dalam kerja sama produksi (dibeberapa negara bagian

yang mengakui joint and serveral liability)

Dalam pasal 6 Undang-Undang nomo 8 tahun 1999 produsen disebut

sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :
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Hak untuk menerima pembayaran yang sesuia dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

dalam

Memperlakukan atau mela onsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
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f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang

Huku
didala

itikad

Meskipun secara tegdS™@iS€butkan mengenai hak dan kewajiban
pelaku usaha sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang
Nomo 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di atas, namun dalam

praktik biasanya pelaku usaha membuat apa yang diseut perjanjian buku.

Perjanjian baku. Menurut Farid Wajdi, “perjanjian buku

mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.
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Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam

beberapa janis, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjiapggang isinya ditentukan oleh

4]

LS b

€34 %)

berjanjian baku

ukum tertentu,

penelitian secara pasti, dewasa ini
sebagai perjanjin dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian
standar (standar contract). Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku
adwalah perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh satu pihak dalam
bentuk-bentuk formulir.

Kedudukan perjanjian baku. Terdapat beberapa pendapat mengenai

kedudukan perjanjian baku itu. Sluijter berpendapat :’perjanjian baku
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bukan lagi perjanjian. Pelaku usaha sudah bertindak sebagai pembentuk
undang-undang swasta (legio parliculiere wetgever).” Sebaliknya Pitlo

berpendapat :”’perjanjian baku itu memang melanggar UU, tetapi dibutuhkan

WS memberi toleransi
dagangan”.

arena fiksi

atu perjanjian

Contoh :”’sebab

3. Unsur Aksidentalia, unsur yang tidak ditetapkan oleh UU; boleh
ditambahkan atas kesepakatan para pihak. (M.Sadar dkk, 2012)

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam

melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan

beritikad baik dalam melukan tranksasi pembelian barang dan/atau jasa.
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Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada
pelaku usaha, karena meliputi semua tahap dalam melakukan kegiatan

usahnya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk

gduksi sampai pada

“‘“m“‘ .’3 an beritikad

UUPK. UUPK secara tegas dan ditail mengatur hak dan kewajiban
konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha,
serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaaha. Khusus mengenai
klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku
pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan

konsumen (vide pasal 18 UUPK). (M.Sadar dkk, 2012)
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Tentang kewajibankedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jamninan barang dan/atau

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,

hak konsumen, juga

N ‘ \\\“ .ﬂ@

informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan
produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.
Peringatan ini sama pentignya dengan instruksi penggunaan suatu
produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupunkeduanya
memiliki fungsi yang berbeda yaiut instruksi terutama telah diperhitungkan

untuk menjamin efesiensi penggunaan produk. Peringatan yang merupakan
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bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan
perlengkapan dari proses produksi. Dalam kaitan dengan keamanan suatu

produk. Dengan demikian pabrikan (produsen pembuat wajib

ini berlaku bagi

Dk pemakai.
efijamin efesiensi
A kerugian bagi
)erupa instruksi
kewajiban dari

gfiadaan informasi

memiliki tanggung jawab kepada konsumen sesuai dengan pasal 32 undang-
undang republik indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan
agkutan (Ayat 1 dan ayat 2) yaitu:
1. Setiap kendaraan umum wajib di asuransikan terhasap kendaraan itu
sendiri maupun terhadap kerugiab yang di deita pihak ketiga sebagai

akibat pengoprasian kendaraan.
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2. Ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanut
dengan peraturan pemerintah. (UU RI NO 14 TAHUN 1992)

Selanjutnya tanggung jawab kepada konsumen juga sesuai dengan

kd tahun 1992 tentang

| \\'\‘ .’ )

yat (1) adalah

penumpang,

.Q i1 erhadap pemilik barang
sebagaimana d . , dimulai sejak di terimanya
barang yang akan diang sampai diserahkannya barang kepada
pengirim dan/atau penerima barang. (UU Rl NO 14 TAHUN 1992)

Selanjutnya aturan yang menjelaskan mengenai angkutan laut
sebagai pelayaran rakyat di jelaskan di dalam UU Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, yang terdapat didalam pasal 15

ayat (1) dan ayat (2), di dalam pasal 16 ayat (1),(2), dan ayat (3), dan di
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dalam pasal 17. Aturan yang mengenai pelayaran angkutan sungai dan

danau di atur di dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008

mengenai Pelayaran pasal 18, pasal 19 dan pasal 20. Sedangkan angkutan

ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. (Husni
Syawali, 2000)

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada
dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak
mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahannya.

Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi
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pelaku usahannya. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang
berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran

hingga pepnawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian

haik terhadap semua

S Vaampaan® 'o‘

tanpa harus

kebebasan

(law enforcement) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Di sisi lain cara
berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat profit oriented
dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan
konsumen, yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha
pelaku usaha dalam konteks jangka panjang. Menyikapi hubungan

konsumen dan pihak pelaku usaha itu perlu dipahami doktrin atau teori
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yang mendasari adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak
tersebut. Hubungan hukum antara para pelaku usaha dan konsumen dalam

sejarah mencangkup dua macam doktrin, yaitu doktrin carveat emptor,

yang ke Perkembangan kedua

‘ ‘ “““ .9“ pada priode

Qa : * y melakukan upaya untuk
menghindari atau ne . gian pada pihak konsumen. Di
inggris tongkak sejarah pembentukan hukum tanggung jawab produk
terjadi ketika pada abad sembilan belas. Selanjutnya dalam sejarah hukum
tanggung jawab produk di amerika serikat, doktrin caveat emptor yang

diterapkan di inggris juga diterapkan hampir diseluruj wilayah koloni di

amerika serikat.
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Pada Kkenyataanya, asuransi yang mendasari keseimbangan

hubungan tersebut ternyata tidak terbukti, karena konsumen tidak

mendapat akses informasi yang memadai terhadap barang atau jasa yang

terjadi tidak lagi semata-mata diserahkan pada pelaku usaha dan konsumen
berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan doktrin canveat emptor.
Proteksi konsumen dilakukan melalui peraturan perundang-undangan
dengn mengatur traksasi tersebut untuj melindungi konsumen yang

memiliki posisi tawar yang lemah.
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Cara tranksasi hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin
berkembang, berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perubahan konstruksi

gan antara konsumen

hukumannya

dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapat kembali hak-
haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk
memberikan penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak

kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan

dapatditegakan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.
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Ada 3 forum dengan cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen,
yaitu
1. Penyelesaian sengketa konsmen dengan tuntutan seketika melalui

I, dan penilaian ahli.

e\ \;:\ﬁ“‘ 0

mengajukan gugatan ke BPSK dan juga ke pengadilan; atau pihak yang
mengajukan ke BPSK sementara pihak lain mengajukan ke pengadilan.
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan
a. Penyelesaian Penggantian Kerugian Seketika (Secara Langsung

Dengan Jalan Damai)
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Seseorang yang dirugiakan karema memakian atau mengkonsumsi

produk yang cacat hanya akan mendapat pengganti kerugian apabila

mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Pemerintah atau

mengajukan tuntutannya.

Cara yang dimaksud oleh pasal 19 ayat (1) itu tidak jelas. Aka tetap,
dengan menyimak pasal 19 ayat (3), yang dimaksud bukan melalui suatu
badan dengan cara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu 7
hari sekaligus tanggal tranksasi sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat

(3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa hanya dimaksud di
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sini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melakui pemeriksaan mendalam
terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang

ditempuh dengan jalan damai. (berdasarkan. pasak 47 Undang-undang

ketentuan pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian
sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat ditempuh, vyaiut jika
penyelesaian secara damai diluar proses pengadilan tidak berhasil, baik

karena produsen menolak atai tidak memberi tanggapan maupun jika tidak

tercapai kesepakatan.
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Jika penyelesaian dipillih melalui BPSK dan BPSK ini tidak
berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa masih dapat dirasakan ke

pengadilan. Undang-undang Nomo 8 tahun 1999 tentang Perindungan

imana gugatan atau

‘ ‘ﬁ!‘%“‘ .ba aku dalam

entitas, dasar

ang berjumlah

entuan majlis.

'; : * diganti oleh produsen.
Putusan majlis BP . ecutiei ke pengadilan negeri
supaya dapat dilakukan. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang bersngkutan
tidak puas dengan putusan majlis, mereka dapat mengajukan keberatan nya
ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lambat empat belas hari
kerja sejak putusan diterima, pasal 56 ayat (2). (Janus sidabalok, 2014, p.

132)
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2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan
Menurut pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui

umum. Ini berarti

daapat dibedakan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum perinsip-perinsip tanggung jawab dalam hukum
perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut : (Aulia Muthiah,
2018, p. 116)

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian,

tanggung jawab berdasarkan kesalahaan/kelalaian adalah
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tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung
jawab yang ditentukan oleh prilaku pelaku usaha. Berdasaarkan

teori ini kelalaian pelaku usaha yang berkaitan pada munculnya

ggung jawaban

asa pengangkutan

ileh hal-hal diluar kekuasaanya.
b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab
jika dapat membukrikan, bahwa dia telah mengambil suatu
tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya

kerugian.
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c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab

jika dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan

karena kesalahannya.

ab jika kerugian itu

wert i,

i atau karena

Aninsip tanggung
dari perbuatan

jawaban dalam

Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini tidak mempersoalkan lagi
mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang

cacat.
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G. Tinjauan Umum Tentang Km. Jelatik Exspres Di Kabupaten
Kepulauan Meranti.

a. Sejarah Km. Jelatik Exspres Di Kabupaten Kepulauan Meranti

paten kepualau
ngan dari satu

sendiri, pada

Q. , * ¥Uuka usaha sendiri yang
berkantor di jala . uka Pelb. Polisi) selatpanjang,
pada saat itu jumlah armada dari km. jelatik exspres ada 2 yaitu km.
jelatik exspres bedar dan km. jelatik exspres kecil, dengan tujuan untuk
memberikan pelayanan kepada konsumen agar semakin nyaman
menggunakan jasa yang diberikan oleh Km. Jelatik Exspres. Pada

awalnya tarif Km. Jelatik Exspres sebesar Rp. 20.000 dengan lama

perjalanan waktu yang di tempuh 15 jam, dengan rute perjalanan pada
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saat itu Selatpanjang-Siak-Pekanbaru Kapal ini memiliki kamar/ruang
atau biasanya masyarakat daerah menyebutnya dengan sebutan sekat,

yang besar satu sekatnya cukup untuk satu orang dan sedikit barang

g kedua yakni

i sebesar Rp.

masing, hilang/rusak, tidak menjadi tanggung jawab pemilik
kapal dan keagenan.

3. Pengembalian tiket dikenakan potongan 10%.

4. Pembatalan tiket, 3 jam sebelum kapal berangkat, jika tidak

melapor tiket sudah di anggap berlaku.
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5. Ansuransi berlaku apabila identitas nama pemilik tiket dan
nama KTP yang tertera sama.

6. Keterlambatan jam keberangkatan dan jam sampai tergantung

@gﬂp‘sabsw}w spres  juga
41% £ ﬂ endaraan dan

Exspres bagi
pang, ada juga

erikan pihak Km

cacat/meninggal dunia. (Wawancara, 7 mei 2021)

b. Asuransi yang di sediakan oleh pihak Km. Jelatik Exspres
kabupaten kepulauan meranti
Setiap usaha yang dijalankan selalu mempunyai resiko, perusahaan

wajibb mementingkan keselamatan pekerja, maupun konsumen
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pengguna barang/jasa tersebut. Begitu pun usaha yang di dirikan oleh
KM. Jelatik Exspres ini, usaha yang sudah didirikan selama 32 tahun

ini tentu saja bukan waktu yang sebentar untuk menjalani usaha ini,

'Q‘*ﬂl\ ™

‘
Tawk
.

alt

pihak Km Jelatik Exspres, 2021)
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A. Perlindungag

BAB 111
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bisa bertinda ‘ en dapat membela

haknya apabila . . * adap dirinya. Konsumen
Q

kemudian bisa bertindakile ] memperjuangkan hak-haknya.

Dengan kata lain konsumen tidak hanya tinggal diam ketika hak-haknya
delanggar oleh pelaku usaha.

Bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaanya akan nyaman,
aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaanya, maka

konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang
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dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur
ini mrnunjukan bahwa konsumen berada dalam posisi yang sangat lemah dan
pelaku usaha sering lepas dalam masalah ini.

men berhak untuk

pti kerugian

sendiri.

santunan yang sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Pemberi ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

setelah tanggal tranksasi.
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4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

dan ayat (2) tidak

‘ ‘ ‘ !““ .1?0 8 kesalahan

usaha melif
1.
2. Ta

3. Ta

a. Hak atas kenyamanan, , dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi sertajaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;
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d. Hak untuk didengar prndapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya

asas dan kaidah-kaidah yang mnegatur hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunaan produk (barang/atau jasa) antara penyedia dan penggunaanya, dalam
kehidupan bermasyarakat”. (A.Z Nasution, 2000, p. 22)

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus
dari hukum perlindungan konsumen dan dengan pengambaran masalah yang telah

diberikan diartikan sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
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mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan

dan penggunaan produk (barang dan/ jasa) konsumen antara penyedia dan

penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat”. (A.Z Nasution, 2000, p. 22)

kepada konsumen.

Terkait dengan pasal 64 UUPK yang berbunyi : (UUPK, Pasal 64) “Segala
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen
yang telah ada pada saat undang-undang ini di undangkan, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak di atur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam undang-undang ini”.
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Dalam islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal

dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip

ekonomi islam. Maka dalam ekonomi islam, barang dan/atau jasa yang halal dari

Ketentuan pada pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuan umum yang
berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha di negara Reoubkik
indonesia. Inti dari pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang
dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang

dimaksud. (Ahmad miru dan sutarman yodo, 2004, p. 65)
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Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK tersebut
dapat kita bagi dalam 2 larangan pokok, yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat

), atau dipakai atau
S Vaanaentt 'o‘

ar, dan tidak

anAy

dan konsumen
yang mnegatur

undang-undang

A5 ALY

pengawasannya”. Lebih d an, 12 2 Kitab Undang-Undang hukum
dagang (KUHD) pada pasal 468 menjelaskan bahwa :”perjanjian pengangkutan
menjanjikan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus
diangkut dari satu penerima sampai saat penyerahannya. Pengangkutan harus
mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya
atau karena ada kerusakan, kecuali ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya

barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu
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kejadian yang layaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya,

keadaan atau suatu cacat barangnya sendiri atau kesalahan pengiriman. la

bertanggung jawab atas tindakan orang yang diperkerjakan, dan terdapat benda

aman, pada setiap konsumen saat menggunakan jasa/produk yang di tawarkan,
dan jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dalam mengkonsumsi atau
menggunakan produk/atau jasa tersebut konsumen mendapatkan perlindungan

secara hukum.
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Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen KM

Jelatik Exspres, maka penulis melakuakn survey kepada beberapa responden yaitu

Kabupaten fisep 9leh Bapak Ade
Kurniawan u Ka ala di ¢ AnVeranti dengan
pertanyaan
Kepulauan

sebagai - ] < gjak tahun 20109.

Undang-Undang tersebut, karena pasal 117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Menyebutkan :
1. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima)
tahun;
2. Jabatan pimpinan tinggi sebagai manadimaksud pada ayat (1) dapat

diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi,
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dan berdsarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan
pejabat pegawai dan berkodinasi dengan KASN.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada pihak Penjual Tiket Km

gda nara sumber diatas

kepentinga : , N, A% akl konsumen itu

diakui dan diatée didala kum serta bagaimana e el dalam praktek

hidup bermasyarakat, i | : pembahasannya. Dengan

‘g'* an bahwa di dalamnya

b

baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi Negara, maupun hukum

termasuk seluruh perbedaar ﬁmm §fya. Jadi, termasuk di dalamnya
internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara
pemenuhannya dalam usahanya untuk mendapatkan kebutuhanny, yaitu bagian
konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen,
meliputi : informasi, memilih, harga, sampai pada akibat yang timbul karena

pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian.
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Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi,

penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakai

produk.

Perlindung , Anads ang diciptakan untuk

diantaranya es@lamatan dalam

mengkonsu atau jasa serta

mendapatka an kondisi serta

jaminan yangg jikan, h: : sécara benar jujut

mengetahui hak-hak konsumen ?”

Menanggapi pertanyaan diatas pihak KSOP syahbandar Kabupaten
Kepulauan meranti yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ade Kurnia S.E selaku
Kasi Lala, mengatakan bahwa pihaknya mengetahui apa saja yang menjadi hak-
hak konsumen sebagaimana yang diatur didalam peraturan Peraturan Perundang-

undangan. (Wawancara, Ade Kurniawan, Kasi Lala KSOP , 6 mei 2021)
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Selanjutnya menanggapi pertanyaan tersebut Bapak Ahau selaku penjual
tiket Km Jelatik Exspres juga mengetahui beberapa hak-hak konsumen

sebagaimana yang telah diatur dlam pertauran Perundang-Undangan yang ada.

Pentingnya etal ak-hak k ; akdterkait mengerti
dan menge . 3 ! : B8 Tahun 1999
tentang Perlinge 1 Ko en pada pasa A ksl dan kewajiban
sebagai beri

a. : ame anan : dalam

c. Hak atas informasi yang benar jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang di gunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patyt;
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f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

pencapaian fljue ane ret kete lanfatau kebijakan-
kebijakan 14 sife \ : negara yang

berdasarkan aie / : _ o pat  dipahami dan

nasional yang mempersolakan hubungan antara negara dan masalah hak-hak yang
dimiliki oleh individuterhadap pemerintah yang memerintah wara negaranya
secara tirani. (Marzuki, 2008, p. 168)

Berikut ini penulis juga wawancara kepada pihak syahbandar yang dalam
hal ini diwakil kan kepada Kasi Lala KSOP yakni Bapak Ade Kurniawan S.E

dengan pertanyaan “Bagaimana Kualitas Kapal yang layak dan aman untuk
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konsumen menurut anda ?”” menanggai pertanyaan tersebut Bapak Ade Kurniawan

S.E selaku kasi Lala KSOP mengatakan bahwa kualitas kapal yang layak dan

aman untuk para konsumen adalah kapal yang memenuhi standar yaitu dari segi

2021)
] aman untuk
penumpang

layar yang

auaALNAnEY

pasal 7 Un

usaha yaitu : "
2. g ir mengenai kondisi

<>

memberi penjelasan

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku.

91



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

i wawancara,

penulis jug n memberikan s f ggikonsumen Km

Konsumen pada Km Jelatik Exspres

No Jawaban Respinden Jumalah Responden Persentase
1. | Mengetahui 20 10%
2. | Tidak Mengetahui 149 90%
Jumlah 169 100%

Sumber data : Hasil Olahan data kuesioner lapangan 2021
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Berdasarkan tabel 11.1 menjelaskan jawaban dari responden bahwa 10%
(sepuluh persen) memberikan jawaban mengetahui adanya perlindungan hukum

bagi konsumen pada Km Jelatik Exspres dengan jumlah 20(dua puluh) orang.

Sementara selebik

1)
2
=
m
x
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o
=
(12
n

'l A |
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< )t
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oy
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>
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c
=
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tentang pe
sosialsasi p

konsumen.

w
o
2,
2
=
QO
2,
o
D
=

perlindunngan konsumen dapat dibantu dalam mewujudkan perlindungan
konsumen dalam melaksanakan tugad dari lembaga konsumen, dalam satu tugas
lembaga yaitu, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban konsumen,

membantu dan memperjuangkan hak-hak konsumen dan bekerja sama dengan

instansi terkait.
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Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tantang tugas
Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas

gdalam mengkonsumsi

Vet 'o,

Pengetahuan pelaku Usaha Tentang Adanya Perlindungan Bagi Konsumen

Pada Kapal Km. Jelatik Exspres

No. | Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase

1. | Mengetahui 2 100%

2. | Tidak Mengetahui - -

Jumlah 2 100%
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Sumber data : hasil olahan data kuesioner lapangan tahun 2021

Berdasarkan Tabel 111.2 menjelaskan bahwa 100% (Seratus persen)

Perlindung
perlindunga

ketentuan- ' ang _ he umen, seperti

Undang-und
bagi undang a g . g-ul wnsumen menjadi
payung yang ) _mempe B ditkum perlindungan

konsumen.

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. Melakuka atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

deskriminatif;
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4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku;

pada UUPK, konsumen berhak atas Kenyamanan dan keselamatan dalam kapal
Km. Jelatik Exspres.
Km Jelatik Exspres merupakan usaha yang bergerak di bidang ekonomi,

transportasi dan jasa, yang dapat digunakan oleh konsumen dalam melakukan

perjalanan untuk menyebrangi pulau. Maka penulis melalui kuesioner memberi
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pertanyaan kepada responden konsumen Km Jelatik Exspres sebagai berikut,
“Apa yang dirasakan saat menggunakan Kapal Km.Jelatik exspres ?”

Berikut ini adalah jawaban dari responden dalam bentuk tabel sebagai

berikut :

. Jelatik

No. Jumlah responden
1.| Perlindufigan : - 50 Orang
2. 50 Orang
3.| Kebersihan adanya 45 Orang
kecoa,
keadaan Wc yang kurang layak
dll)
4.| Fasilitas Cukup baik (Seperti TV, 24 Orang
Kantin di dalam kapal,
Penerangan dll)
Jumlah 169 Orang
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Sumber Data : Hasil Olah Data Kuesioner Lapangan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel [111.3 Hasil Olahan Data dari jawaban konsumen

terhadap hal-hal

“ eukan / atallsi el
*m“ “H!\\“ )

a di dalam kapal Km.

Jelatik [ abui adanya

exspres saa wancarai me : rereka ASA aidan tidak sedikit

juga yang mengeluhkanata: 8 seperti jika ada

jelatik
Di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen telah jelas menyatakan khususnya pada huruf (b) dan (c)

bahwa : (Pasal 7 UUPK)

Kewajiban pelaku usaha adalah :
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan;

Sutomo, 2010, p. 79)

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen
pengguna kapal Km. Jelatik Exspres
Adapun faktor utama yang menjadi penyebab dalam pelaksanaan hak dan

kewajiban terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat
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kesadaran konsumen terhadap hak nya sebagaimana dilindungi Undang-Undang.
Sehingga apabila hak konsumen di abaikan, kosnumen tidak bisa berbuat apa-apa

karena memang tidak tahu dan kurang keritis akan menuntut haknya. Ketika

responden,

e

Undang-un

: y L 33 L))

No ersentase (%0)
1. 10%
2. 30%
3. 60%
100%

Sumber data olahan lapangan 2021

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pengetahuan konsumen
terhadap hak-hak nya yang akan dilindungi Undang-Undang adalah dangat
rendah. Hal ini dibuktikan bahwa jawaban responden ada 50 orang dari 169
responden atau sebanyak10% menjawab kurang mengetahui hak-hak nya

dilindungi oleh Undang-Undang, bahkan ada 89 orang atau sebanyak30%
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menjawab tidak mengetahui, dan hanya 30 orang atau sebanyak60% cukup
mengetahui. Dapat penulis katakan bahwa tingkat pengetahuan konsumen

terhadap hak-hak nya sebagai konsumen yang sesuai undang-undang masih

melindungi - Ada K@ diartikan sebagai

keseluruhan ass

undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen lebih
luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan
oleh presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15
maret 1962 yaitu terdiri atas : (Shidarta, Bernand Arief, 2008, p. 35)

a. Hak memperoleh keamanan.

b. Hak memilih;
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c. Hak mendapat informasi;
d. Hak untuk didengar;

Seperti tertuang didalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999,

peringatan yang telah disampaikan kepa

Hal ini tentunya berkaitan dengan masih lemahnya pengetahuan
masyarakat umum akan keberadaan undang-undang perlindungan konsumen yang
telah secara lengkap mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha maupun

konsumen.

102



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, masih banyak sekali
hambatan-hambatan dalam melaksanakan perlindungan konsumen secara optimal.

Selain dari masalah diatas, kehendak dalam perlindungan konsumen yakni masih

angnya sosialisasi

‘--&'Q“‘ .Q‘ ana sumber

nya sosialisasi
yang dila konsumen dan
sumber info ga perlindungan
yang dirugikan
erhadap kepuasan

konsumen dalamk ge jasa 8 Exspres tujuan

Jawaban konsumen atas layanan kapal Km. Jelatik Exspres

No. Jawaban Responden Jumlah Persentase
1. Sangat Puas - %
2. Cukup Puas 50 32%
3. Tidak Puas 119 68%
Jumlah 169 100%
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Sumber data lapangan olahan 2021
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat kepuasan konsumen

penggunaan jasa Km. Jelatik Exspres tujuan Selatpanjang-Pekanbaru ternyata

3. 119 orangdari 169
& anyak 30%
atas layanan

o
&

en, melainkan

ANy

pres bapak ahau

U LU Y

en sangat relatif,

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penggantian kerugian
kepada kosnumen pengguna Kapal Km Jelatik Exspres yakni proses dari pihak
asuransi yang terlalu lama, karena dalam hal penggantian kerugian pengaduan
konsumen, konsumen tersebut sudah di asuransikan, kemudian pihak Km Jelatik
Exspres Melapor kepada pihak ansuransi dan pihak ansuransi yang akan

mengganti kerugian atas kerugian yang di alami oleh konsumen tersebut. Peroses
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tersebut mencapai waktu yang sangat lama. (Wawancara, Ahau, Penjual Tiket
Km.Jelatik Exspres, 4 Mei 2021)

Selain itu juga terhadap, barang yang tidak di asuransikan, apabila terjadi

elatik Exspres tidak

Q!“‘ .O,“ g dapat di

umum waji aflj atau pengirim

"3 B

. @
'-ﬁ
-
U
(9]
>
«
QD
oD
(@]
-~
g
o
QD
o
o
(@]

barang kare (Pasal 188 UU

peristiwa yang tidak dapat di cegah/dihindari (overmacht) atau Kesalahan
Pengiriman.

Disamping itu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
juga memberikan perlindungan kepada pengirim selaku pemilik barang jika terjadi

kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan jasa
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pengangkutan, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (1) yang

berbunyi :

“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

hukum yang dimaksud, dan juga kurang mendapatkan sosialisasi pendidikan dan
pelatihan tentang aturan-aturan hak dan kewajiban konsumen. Maka dari itu
konsumen juga berhak atas pembinaan dan pendidikan konsumen dari pemerintah.

Demikian halnya pada pasal 19 UUPK sangat jelas ditegaskan apa-apa
saja yang menjadi tanggung jawab produsen KM Jelatik Exspres terhadap

konsumennya bila ternyata produsen Km Jelatik Exspres merugikan hak-hak
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konsumen. Dan setiap konsumen yang merasa haknya telah di rugikan,
konsumen berhak menuntut produsen tersebut, dengan demikian jelas bahwa

pemerintah sangat melindungi konsumen Km Jelatik Exspres dengan

masyarakat
seiringkali

syarat atau
yang dilak

mewujudka

¥
7
g
\ v

%
3

konsumen dalam melaksanakan tugas dari lembaga kosnumen, dalam satu tugas
lembaga yaitu, mengingkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban konsumen,
memabntu dan meweujudkan hak-hak konsumen dan bekerja sama dengan
instansi terkait.

Berdasarkan pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak-hak yang harus

dilindungi, hak-hak itu antara lain sebagai berikut :
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1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan Kkeselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai

upaya

Permasalahan perlindungan konsumen sangat kurang efektif, hal ini
dikarenakan konsmen dan/atau pelaku usaha banyak yang belum mengetahui hak
dan kewajibannya masingOmasing. Perlindungan konsumen tidak hanya diatur
dalam undang-undang perlindngan konsumen. Banyak juga undang-undang yang

mencantumkan Kketentuan-ketentuan yang tujuannya memberikan perlindungan

konsumen, seperti undang-undang makanan dan obat-obatan, kesehatan, dan
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liannya. Namun undang-undang perlindungan konsumen sangat penting karena ia
menjadi perekat bagi undang-undang tersebut. Undang-undang perlindungan

konsumen menjadi payung yang mengintergrasikan dan memperkuat penegak

dan jujur serta
iproduksi atau

barang dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberikan kopensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan;
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7. Memberi kopensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

emua informasi yang

<“Viynpaer® %

kwalitas,
berdampak
Perli

disosialisasi

hukum sebagai konsumen secara adil dan menyeluruh.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada pihak syahbandar kabupaten
kepualuan meranti yang dalam hal ini di sampaikan oleh bapak Adekurniawan S.E
yang menjabat sebagai kasi “Apakah pernah dilakukan sosialisai mengenai

undang-undang perlindungan konsumen ?”
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Menanggapi pertanyaan diatas beliau menjawab belum pernah dilakukan

sosialisasi, sebab anggaran yang dimiliki juga terbatas. (Wawancara, Ade

Kurniawan, Kasi Lala KSOP , 6 mei 2021)

perlindungafKe ala mbaoa konsumen,
dalam satu g3 )aga vai g : 1."! dan kewajiban
konsumen,
dengan inst3
ui pentingnya

g merasa hak-

Setelah melakukan pengaduan dan melengkapi bukti-bukti pendukung atas
pengaduan, tidak lupa konsumen menjelaskan secara detil kronologi secara akurat.
Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yangterkait adalah

salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan perlindungan konsumen pada Km

Jelatik Exspres.
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Rendahnya kesadaran hukum yang terdapat pada konsumen karena kurang
diperhatikan dari pemerintah, konsumen kurang mendapati sosialisasi dari

pemerintah tentang pendidikan perlindungan konsumen. Padahal sudah diatur

ien bahwa lembaga

e "@

dengan inst
Selalf 8 sasi, pengawas: Al perlindungan
konsumen : in alam Al eBagai konsumen

akhir kemu

melaksanakan penegakan perlindungan konsumen khususnya terhadap produk
barang dan/atau jasa.

Didalam pasal 4 UUPK tercantumkan hak-hak konsumen yang harus di
lindungi. Demikian halnya pada pasal 19 UUPK sengat jelas ditegaskan apa-apa
saja yang menjadi tanggung jawab produsen Km Jelatik Exspres terhadap

konsumennya bila ternyata produsen Km Jelatik Exspres merugikan hak-hak
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konsumen. Dan setiap konsumen yang merasa haknya telah dirugikan, konsumen
berhak mununtut produsen tersebut, dengan demikian jelas bahwa pemerintah

sangat melindungi konsumen Km Jelatik Exspres dengan membebankan tanggung

menjalankan

hak-hak

pertanyaan “Apa faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen
Km Jelatik Exspre?”. Menanggapi pertanyaan tersebut Bapak Ade
Kurniawan S.E selaku kasi KSOP kepulauan meranti menjawab bahwa
masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya perlindungan
hukum bagi konsumen. (Wawancara, Ade Kurniawan, Kasi Lala KSOP , 6

mei 2021)
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Berdasarkan keterangan diatas, Konsumen Km Jelatik Exspres
sebagian kurang mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam

hukum serta kurang mengetahui tentang perlindungan hukum ysng

Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat
terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Selanjutnya pihak syahbandar bapak Ade Kurniawan S.E. Selaku
kasi KSOP Kepulauan Meranti mengungkapkan faktor-faktor yang
menjadi penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen dari pihak konsumen diantaranya :
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a. Rendahnya kesadaran hukum;

b. Kurang mengetahui tentang adanya Perlindungan Konsumen;

c. Kurang sosialisasi antara konsumen dengan pemerintah.

ada konsumen karena
mendapat

konusmen.

Untuk itu Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen ini tidak perlu disoisalisasikan lagi kepada masyarakat, karena
begitu Undang-undang ini masuk di lembaran negara maka secara otomatis
masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk mengaksesnya sendiri. Tapi

dalam kenyataannya ditemui kurangnya kesadaran masyarakat akan hal

tersebut.
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Maka untuk membuktikan hal diatas dapat dilihat dari hasil
kuesioner penulis terhadap konsumen penggunaan Km Jelatik Exspres

dengan pertanyaan “Apakah saudara mengetahui Undang-Undang No.8

mengetahui berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang atau 50% (lima

puluh persen), sedangkan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 65 (enam
puluh lima) orang atau 37% (tiga puluh tujuh persen). Sehingga dari
jawaban kuesioner tersbut dapat di ambil kesimpulan bahwa Undang-
undang Noomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak

tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat. Hal ini terlihat dari
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banyaknya konsumen yang tidak mengetahui keberadaan dan makna
Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya pihak Syahbandar dalam hal ini di wakilkan

kasi lala.

pelksanaan

) E N E) &)

hukum yang kua LUk Shpatingt konsumen serta menjaga
keseimbangan antara konsumen dan produsen, serta tercipta iklim bisnis
yang baik secara khusus dalam bisnis penyebrangan Km Jelatik Exspres.
Selanjunya pihak Selanjutnya pihak Syahbandar dalam hal ini di
wakilkan kepadaBapak Ade Kurniawan S.E. Sebagai kasi lala.
mengungkapkan faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen

ialah sebagian kurang memahami dan mengetahui tentang perlindungan
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hukum kurang mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak
pemerintah. (Wawancara, Ade Kurniawan, Kasi Lala KSOP , 6 mei 2021)

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-Undang

dari pihak

2. Anggaaran atau dana yang belum memadai;

3. Kurang melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada pelaku usaha.

Terdapat juga salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen ialah

tidak terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga perlindungan
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konsumen di kota pekanbaru dalam memberi perlindungan kepada
konsumen Km Jelatik Exspres. Sebagaimana diatur dalam pasal 44

Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat dibantu dalam

baga perlindungan

-
“ .93‘ aen tersebut

o o

memaknai dengan segala bentuk tindakan pemerintah dalam menjamin
suatu kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhdap
masyarakat supaya haknya atas warga negara tak dilanggar, dan bagi yang
melanggarnya mendapatkan sanksi terhadap peraturan hukum yang

berlaku.(Raharjo. R, 2000, p. 145)
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Salah satu hal yang terpenting yaitu perlindungan hukum dalam negara
hukum, dalam negara hukum dibentuk pula hukum sebagai pengatur.

Kemudian terhadap dalam sisi lain juga dirasakan perlindungan hukum

ggara tersebut wajib

3 LIS M o

perlakuan harus melihat dengan jelas ketidaksamaan dari suatu kenyataan.
Sedangkan aristotekes menyatakan bahwa suatu keadilan merupakan suatu
hak yang diberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Sedangkan menurut Fance M. Wantu, terhadap hukum yang mnejadi

kepastian terhadap rumusan sebagai berikut :
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a. Memberikan solusi terciptanya keselarasan, ketertiban dan

ketentraman.

b. Efesiensi sederhana, biaya ringan, dan proses cepat.

dalam

bagi setiap individu untuk melakukan yang menjadi kewajibannya.
Pertanggung jawaban menimbulkan hak hukum bagi setiap individu untuk
menuntut orang lain dan melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain
untuk memberikan pertanggung jawaban. Hukum perdata pertanggung

jawaban dibagi menjadi :

1. Tanggung jawab terhadap kesalahan, dan
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2. Pertanggung jawaban risiko.

Tanggung jawab terhadap kesalahan merupakan individu harus

bertanggung jawab akibat kesalahan yang merugikan pihak lain.

disengaja maupun tidak disengaja.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah
tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu
diketahuo apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang

mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan
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manusia, hukun hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam
hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam

fungsinya sebagai fungsi perlinduangan kepastian manusia, hukum

c. Sangat individualistid dan tidak memberi pada perasaan hukum
seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam

pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan

vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya

kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan
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kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). Menurut Mochtar
Kusumaatmadja dalam Studikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama

dari hukum ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat

iadan fnansuia yang teratur.

h‘}}“‘ .03 eda-beda isi
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

yang layak belum terpen®fil, contoh alas untuk tidur, piring untuk
makan malam, wc yang kurang bagus, serta rasa nyaman dan

keselamatan masih jauh dari harapan yang diinginkan konsumen.
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2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
pengguna jasa Km Jelatik Exspres terdiri dari beberapa hal, antara

a Undang-Undang Nomggme8 Tahun 1999 Tentang

n pelaku usaha
sumen.  Faktor
Sumen terhadap

y tara pemerintah

Annya sebagai pelaku usaha

o .
4 iy “‘@w

sebagaimana di atl dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.
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B. Saran

1. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Dan agar

tercapainya usaha yang benar-benar kompeten dalam melayani

konsumennya.

3. Bagi pihak konsumen juga harus memahami akan hak-hak nya sebagai

konsumen sebelum menggunakan suatu produk baran dan/ atau jasa
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yang diberikan oleh pihak pelaku usaha. Tujuannya agar konsumen

dapat mempertahankan hak-hak yang semestinya ia dapatkan sebagai

konsumen dan tidak dapat dibodohi oleh pelaku usaha yang
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LAMPIRAN I

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN KEPADA KONSUMEN KM. Jelatik Exspres

1. Identitas Resonden

. Apakah bapak dan ibu meng ewajiban produsen dan konsumen yang

harus di berikan pada jasa yang digunakan ?
a. lya
b. Tidak

4. Menurut Bapak/ibu, sudah layakkah kondisi Km Jelatik exspres ?
a. lya
b. Tidak

5. Menurut Bapak/ibu saat menggunakan jasa Km Jelatik Expres kenyamanan

yang di peroleh? Apakah layak /tidak.
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a. lya
b. Tidak
6. Menurut Bapak/ibu jika terjadinya perubahan jam keberangkatan secara

mendadak bisa membuat jadwal kedatangan kekota tujuan menjadi sangat

Jelatik

di bayarkan ?
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DAFTAR WAWANCARA

Sudah berapa lama bapak menjabat di bidang ini ?

Apakah bapak mengetahui hak-hak konsumen ?

-
5,

%

akim jelatik Exspres

pres ?
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